BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah
oleh pihak di perbankan tidak diatur dalam undang-undang perbankan. Namun secara
teoritis setiap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam hal tindak
pidana dilakukan oleh pengurus korporasi, orang yang terkait hubungan kerja dan
lembaga lainnya dengan bank, dan oleh orang dalam atas nama bank.

2. Implikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana
nasabah atau dana pihak ketiga di perbankan adalah bahwa setiap tindak pidana
penggelapan dana pihak ketiga di perbankan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
korporasinya, sehingga yang bertanggungjawab adalah secara individu terhadap
pelakuknya sedangkan korporasi atau bank dapat memberikan tindakan secara internal.

B. Saran

Berangkat dari uraian di atas, dapat penulis berikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang
perbankan dan tidak dapat dimintanya pertanggungjawaban korporasi kepada bank,
disarankan kepada lembaga pembuat undang-undang khususnya dalam pembuatan
undang-undang perbankan,sebaiknya diatur pertanggungjawaban pidana korporasi,
sehingga akan lebih membuat institusi perbankan meningkatkan pengawasan untuk

menghindari terjadinya penggelapan dana pihak ketiga dalam perbankan.



2. Pihak Perbankan perlu membangun sistem pengawasan yang ketat guna menghindari
fraud yang dilakukan oleh pegawai Bank, terutama terkait dengan penggunaan dana
nasabah oleh pagawai Bank sendiri. Bank juga perlu memberikan sanksi yang tegas
kepada pegawai bank yang melakukan penggelapan sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan.



